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Sekilas tentang BKH-2K

A.	Profil

Hutan dan kehutanan merupakan sumber daya ekonomi 
yang telah memberikan kontribusi kedua terbesar setelah 
minyak dan gas bumi kepada perekonomian nasional. 
Disamping itu, keberadaan hutan di Indonesia sangat 
mempengaruhi perubahan iklim dan cuaca, ekologi dan 
ekosistem, serta keanekaragaman hayati dan lingkungan. 
Wilayah atau kawasan hutan juga sangat menentukan 
keberlanjutan kegiatan-kegiatan ekonomi non-sektor 
kehutanan, seperti sektor pertambangan, pertanian, 
perkebunan, dan pariwisata karena wilayah kegiatan-
kegiatan tersebut banyak yang tumpang tindih dengan 
kawasan hutan. Oleh karena itu, hutan dan kehutanan 
menempati posisi yang sangat strategis dalam pembangunan 
nasional.

Namun demikian, keadaan dan keberadaan hutan dan 
kehutanan Indonesia dewasa ini menghadapi berbagai 
tantangan, rongrongan baik yang berupa  pembalakan liar, 
dan kasus-kasus lainnya yang memerlukan perhatian serius. 
Beberapa kebijakan dan peraturan perundang-undangan 
kehutanan belum dapat berjalan sebagaimana diharapkan, 
sehingga hasilnya belum optimal. Inisiatif, telaah, advokasi,  
Pendampingan, pemantauan dan evaluasi serta bedah 
harmoni dan lain sebagainya untuk mengoptimalisasikan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan peraturan 
perundang-undangan tersebut mutlak perlu dilakukan. 

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, 
maka didirikanlah Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan 
Kehutanan (BKH-2K) pada tahun 2006. BKH-2K didirikan 
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oleh Dr. Sadino SH., MH., Ir. Rahman Purwoko dan Alm. 
Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto di hadapan notaris H. Joko 
Purwanto, SH, M.Kn dengan Akte Notaris No. 1 tanggal 11 
Maret 2006.

BKH-2K diharapkan dapat berperan dalam  untuk 
melakukan inisiasi hukum & kebijakan, telaah hukum & 
kebijakan, advokasi, pendampingan dan pemantauan serta 
evaluasi serta bedah harmoni terhadap perumusan dan 
pelaksanaan hukum dan kebijakan kehutanan dengan tujuan 
utama agar hutan dan kehutanan serta lingkungan hidup 
dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat 
banyak.

B.	Visi dan Misi

Visi  :

•	 Untuk Kepastian
•	 Untuk Keadilan
•	 Untuk Kebenaran

Misi :

Untuk menemukan Kehendak Hukum / Kebijakan, 
Kehendak Masyarakat, dan Kehendak Moral dalam 
perumusan dan pelaksanaan  Hukum dan Kebijakan 
Kehutanan

C.	Program dan Layanan

Jasa layanan dalam bentuk legal opinion / pendapat 
hukum terkait kasus kehutanan, perkebunan, pertambangan 
dan sumber daya alam;

1.	 Jasa layanan dalam bentuk pendapat ahli;
2.	 Jasa layanan dalam bentuk pendampingan dan 
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advokasi ketika bersengketa di dalam maupun luar 
pengadilan terkait kasus kehutanan dan sumber daya 
alam lainnya;

3.	 Jasa layanan dalam bentuk komunikasi atau mediasi 
antara perusahaan dengan Lembaga Swadaya 
Masyarakat maupun Pemerintah;

4.	 Jasa layanan dalam bentuk uji materiil terhadap 
peraturan perundang-undangan terkait dengan 
kehutanan;

D.	Klien

1.	 Gabungan Pengusahan Perkebunan Indonesia 
(GAPKI)

2.	 PT Unirich Mega Persada
3.	 PT Dapenbun Investama
4.	 Pemerintah Kabupaten Barito Utara
5.	 Anggota DPR RI (Komisi IV)
6.	 Dan lain-lain

E.	Struktur Kelembagaan

Direktur Eksekutif :
Dr. Sadino SH.,MH.

Direktur :
Ir. Rahman Purwoko

Penasehat Ahli :
1.	 Prof Dr. Ir. Totok Mardikanto
2.	 Tommy Hendra Purwaka, SH, LLM. PhD

Analis Senior :
Dr. Agus Surono SH., MH.

Analis :
1.	 Ferdi Eka Febriyadi S.Hut
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2.	 M. Zainal Arifin SH.

F.	Kontak

Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan 
(BKH-2K)

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Ruang 910 B
Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270
Telp / Fax	 : 021 – 574 7051
Email	 : bkh_2k@yahoo.com
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